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ABSTRAK  Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaaan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman pada intinya 

menyatakan bahwa Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 

yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan 

kepada pemerintah daerah, sehingga perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman. 

 Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 

(6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 5 

Tahun 1960; UU No 28 Tahun 2002; UU No 26 Tahun 2007; 

UU No 1 Tahun 2011; UU No 20 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 

2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

UU No 9 Tahun 2015; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 

1992; PP No 40 Tahun 1996; PP No 36 Tahun 2005; PP No 27 

Tahun 2014; PP No 14 Tahun 2016; Permendagri No 9 Tahun 

2009; Perda Kab. Semarang No 2 Tahun 2015. 

 Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum;  

prinsip; perumahan dan permukiman; prasarana, sarana, dan 

utilitas umum; penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas 

umum; persyaratan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas 

umum; pembentukan tim verifikasi; tata cara penyerahan 

prasarana, sarana, dan utilitas umum; pengelolaan prasarana, 

sarana, dan utilitas umum; pembinaan dan pengawasan; 

pembiayaan; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; 

ketentuan peralihan. 

CATATAN  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

8 Nopember 2016. 

 Penjelasan 4 Halaman. 

 


